SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/1581/KPTS/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan
bahwa penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daecrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat
yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjech dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4435);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3669);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2010 Nomor 1);
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10, Peraturan Gubernue Nomor 39 Tahun 2010 tentang Susunan
Onunisasi Badan Daermah dan Inspektomt Dacrah Provinsi
Sumatern Ut (Berita Daeraly Proavinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor -10) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketign Atas Peraturan Gubernur
Sumatern Utara Nomor 39 Tahun 2016 tenlang Susunan
Onmnisasi Badan Daemh dan Inspektomt - Dacrah Provinsi
Sumatera Utam (Berita: Daerah Provinsi Sumatera  Utara

Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah dan Pejabat yang diberi
Kuasa Bendahara Umum Daerah dolam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Dacrah Provinst Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2019, pada Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
Kuasa Bendahara Umum  Daerah  bertanggungjawab atas
pelaksanaaan tugasnya kepada Bendahara Umum Dacerah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Aslinya pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

td
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ada
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. Menteri Dalam Negen Rl di Jakarta;

ketua DPRD Provinst Sumatera Utara di Medan;

. Kepala BPK Rl Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
. Kepala Badan Pengelolann Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
. PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;

Yang bersangkutan.
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